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ABSTRAK 

 

“IMPLEMENTASI TUGAS POKOK DAN FUNGSI KOMISI E 

DPRD SUMUT TERHADAP PEMBANGUNAN 

KESEJAHTERAAN SOSIAL DI SUMATERA UTARA” 

 

APRILIA HERLIN 

NPM: 1403090013 
 

Sebagai seorang mahasiswa Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial, 

peneliti tertarik untuk melakukan suatu penelitian tentang Implementasi Tugas 

Pokok dan Fungsi Komisi E DPRD Sumatera Utara Terhadap Pembangunan 

Kesejahteraan Sosial di Sumatera Utara. Dimana penelitian melihat bahwa 

permasalahan di Komisi E DPRD SUMUT kurang efektif karena dalam 

melaksanakan program-program yang dijalankan tidak dapat mendorong 

pelayanan publik yang yang baik sehingga tidak optimal dalam meningkatkan 

Kesejahteraan Masyarakat. 

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana 

Implementasi Tugas Pokok dan Fungsi Komisi E DPRD Sumatera Utara 

Terhadap Pembangunan Kesejahteraan Sosial di Sumatera Utara. Dengan tujuan 

penelitian untuk mengetahui Implementasi Tugas Pokok dan Fungsi Komisi E 

DPRD Sumatera Utara terhadap pembangunan Kesejahteraan Sosial di Sumatera 

Utara. 

Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskripstif 

dengan menggunakan fakta, keadaan, fenomena, dan keadaan yang terjadi saat 

penelitian berjalan dan menyuguhkan apa adanya. Dan kegiatan ini wawancara 

dilakukan dengan lima narasumber. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa 

masyarakat menginginkan dan mengharapkan bahwa Anggota DPRD Komisi E 

lebih memperhatikan dalam masalah-masalah yang dihadapi masyarakat untuk 

meningkatkan Pembangunan Kesejahteraan Sosial di Sumatera Utara. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Posisi DPRD dalam pemerintahan daerah memegang tiga peranan penting 

yaitu: legislasi, anggaran dan pengawasan. fungsi legislasi, merancang kebijakan-

kebijakan serta regulasi yang mendukung terciptanya pelayanan publik yang baik 

dan standar. Fungsi budgeting, memastikan bahwa anggaran dialokasikan dengan 

tepat sasaran, efisien jumlah maupun waktunya. fungsi pengawasan, memonitor 

dan mengevaluasi pelaksanaan peraturan daerah dan penggunaan anggaran. 

Sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 

tentang Pemerintahan Daerah, bahwa DPRD dan Kepala Daerah mempunyai 

kedudukan yang setara dan bersifat kemitraan. Dalam kedudukan kerja yang 

setara tersebut tidak hanya terkandung makna kesetaraan dalam hal otoritas tetapi 

juga semestinya setara dalam hal tanggungjawab dan kapasitas dalam memastikan 

proses pemerintahan dan pembangunan berjalan dengan baik.  

Memahami peranan DPRD yang sangat strategis, menimbulkan harapan 

yang besar dari masyarakat agar para wakil rakyat yang terpilih untuk periode saat 

ini (2019–2024) dapat menyuarakan aspirasi dan harapan masyarakat, 

melaksanakan tanggungjawab dan kapasitasnya untuk memastikan bahwa proses 

pemerintahan dan pembangunan berjalan dengan baik, dimana salah satu 

indikatornya adalah perbaikan pelayanan publik dasar



 
 

 berbasis standar. Bagaimana memahami permasalahan- permasalahan tersebut 

dapat membantu DPRD, Pemerintah daerah dan pihak-pihak lain yang ingin 

menerapkan tata kelola yang baik, khususnya dalam meningkatkan kapasitas 

DPRD dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan berstandar 

dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat di Sumatera Utara. 

Adapun Bidang-Bidang yang ada di Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah ( DPRD) Provinsi Sumatera Utara sebagai berikut. 

Tabel 1.1. Bidang-bidang di Komisi E DPRD Provinsi Sumatera Utara 

No Komisi Bidang Program 

1 Komisi E 1. KetenagaKerjaan 

2. Pendidikan Umum, Pengetahuan dan 

Teknologi 

3. Kepemudaan dan Olahraga 

4. Agama 

5. Kebudayaan 

6. Sosial 

7. Kesehatan dan Keluarga Berencana 

8. Peran Wanita 

9. Transmigrasi 

Sumber : Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera 

Utara 

Untuk memaksimalkan Implementasi tugas pokok dan fungsi maka DPRD 

memiliki fungsi sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Umum Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 41 menyebutkan bahwa DPRD memiliki 

fungsi antara lain: 



 

1. Legislasi merupakan wujud dalam membuat peraturan-peraturan daerah 

bersama kepala daerah. 

2. Budgeting  merupakan wujud dalam menyusun dan menetapkan APBD 

bersama Pemerintah Daerah. 

3. Pengawasan merupakan wujud dalam bentuk pengawasan atau controlling 

terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah, Undang-Undang dan kebijakan 

yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. 

Namun sering di temukan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dari Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah belum maksimal, Adapun beberapa faktor yang 

mempengaruhi dan  menjadi problem yang sering  di temukan dalam 

pelaksanaannya tugas dan fungsi dari Dewan Perwakilan Rakyat  diantaranya 

adalah: 

1. Tidak efektif, efisien dan produktifnya Fungsi legislasi, budgeting, 

controlling. 

Ketiga tugas dan Fungsi ini adalah parameter dan barometer dari DRPD Dalam 

melaksanakan program- program yang adil dan berkualitas dalam 

melaksanakan pelayanan publik. Diharapkan dapat mendorong pelayanan 

publik yang baik sehingga sinergis dengan terciptanya Good Governance. 

Hal ini lah yang ingin kita lihat di dalam Komisi E Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Bidang Kesejahteraan Rakyat. 

2. Tidak Optimalisasi Fungsi DPRD dalam rangka peningkatan Program 

Kerja. 



 

Proses optimalisasi ini menyangkut bagaimana konsistensi dari komisi-komisi di 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD) dalam melaksanakan program 

kerja. Dalam hal ini juga kita ingin melihat bagaimana Komisi E DPRD 

Sumatera Utara dalam melaksanakan 9 program kerja yang menyangkut 

Bidang Kesejahteraan Rakyat. 

3. Tidak adanya keterlibatan para pihak dalam pengawasan pelayanan publik. 

Peran dari stakholder dalam pengawasan pelayanan publik itu penting apalagi 

menyangkut bagaimana bentuk Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipasi 

masyarakat apalagi menyangkut pengangaran. Pengawasan DPRD 

terhadap perencanaan dan penganggaran daerah, pengelolaan dan 

pelaporan perangkat daerah berbasis SPM itu penting sesuai dengan 

standarisasi prosedur. Karena semua keterlibatan dari beberapa kelompok 

kepentingan dapat meningkatkan tingkat kepercayaan yang tinggi.  

Dari ketiga contoh permasalahan yang domain yang dilaksanakan ialah 

bagaiamana agar program-program Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi 

Sumatera Utara dapat berjalan dengan efektif, efisien dan produktif. 

Menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, tugas adalah kewajiban yang 

harus dikerjakan, pekerjaan yang merupakan tanggung jawab, pekerjaan yang 

dibebankan, maupun perintah untuk berbuat atau melakukan sesuatu. Dari sudut 

pandang organisasi, pelaksanaan tugas-tugas didefinisikan sebagai perwujudan 

dari kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan oleh setiap anggota organisasi 

sebagai upaya dalam pencapaian tujuan. 

 



 

Adapun Tugas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yaitu:  

1. Menetapkan anggaran pandapatan dan belanja daerah bersama dengan 

kepala daerah. 

2. Membentuk peraturan daerah yang dibahas bersama dengan kepala daerah 

untuk mencapai tujuan bersama. 

3. Meminta laporan pertanggungjawaban kepala daerah dalam pelaksanaan 

tugas desentralisasi. 

4. Mengusulkan pendapat dan pertimbangan kepala daerah terhadap rencana 

perjanjian internasional yang menyangkut kepentingan daerah. 

5. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan 

peraturan perundang-undangan lainnya, keputusan kepala daerah, 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, kebijakan pemerintah daerah 

dalam melaksanakan program pembangunan Daerah, dan kerjasama 

internasional di daerah. 

6. Tugas-tugas lain yang diberikan oleh undang-undang. 

7. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah atau wakil 

Kepala Daerah kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia melalui 

Gubernur. 

Maka dari itu, Kaitan Pembangunan Kesejahteraan Sosial dengan Tugas 

Pokok dan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu kita ketahui dalam 

meningkatkan Kesejahteraan Sosial di Indonesia. Pembangunan kesejahteraan 

sosial ini menjadi bagian tak terpisahkan dari pembangunan nasional dimana 

pembangunan kesejahteraan sosial berperan aktif dalam meningkatkan kualitas 



 

hidup bangsa Indonesia. Hal ini karena pada prinsipnya konstruksi pembangunan 

kesejahteraan sosial terdiri atas serangkaian aktivitas yang direncanakan untuk 

memajukan kondisi kehidupan manusia melalui koordinasi dan keterpaduan 

antara pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam upaya 

penyelenggaraan kesejahteraan sosial. 

Menurut (UU No 11 Tahun 2009 pasal 1 dan 2) Kesejahteraan sosial 

merupakan suatu keadaan terpenuhinya kebutuhan hidup yang layak bagi 

masyarakat, sehingga mampu mengembangkan diri dan dapat melaksanakan 

fungsi sosialnya yang dapat dilakukan pemerintah, pemerintah daerah dan 

masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial yang meliputi rehabilitasi sosial, 

jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. 

Kesejahteraan menurut (Badan Pusat Statistik Indonesia 2007) suatu 

kondisi dimanaseluruh kebutuhan jasmani dan rohani dari rumah tangga tersebut 

dapat dipenuhisesuai dengan tingkat hidup. 

Tabel 1.2. Beberapa indikator dalam melihat Indeks Pembangunan 

Kesejahteraan Sosial di Sumatera Utara 

No Indikator Tahun 

2012 2013 2014 2015 2016 

1 Indeks 

Pembangunan 

Manusia 

(IPM) 

75,13 75,55 75,67 75,80 75,93 

2 Harapan 

Hidup 

67,81 67,94 68,04 68,29 68,50 

3 Harapan Lama 

Sekolah 

11,97 12,41 12,61 12,82 13 

4 Kemiskinan 1.421.40 1.400.40 1.416.40 1.360.60 1.508.18 

5 Pengangguran 6.28 % 6.45% 6.71% 5.84% 5.60% 

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara,2016 



 

Dari data yang  di jumpai, beberapa indikator diatas merupakan pengaruh 

terhadap pertumbuhan dan pembangunan di Sumatera Utara. Dengan tingginya 

tingkat kemiskinan, pengangguran yang mengalami sedikit penurunan, Harapan 

Sekolah yang mengalami kenaikan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang 

mengalami peningkatan. Dan beberapa indikator- indikator pendukung lainnya 

dalam pembangunan Provinsi Sumatera Utara. 

Hal ini dilakukan agar dapat memberikan kontribusi sebagai salah satu 

bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan dalam menanggulangi beberapa 

indikator penting diatas dalam pembangunan kesejahteraan di Sumatera Utara. 

Dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk dan kepentingan masyarakat di 

Sumatera Utara, ini merupakan salah satu masalah yang klasik yang harus 

diperhatikan para stakeholder di Sumatera Utara untuk lebih mengakserasikan 

kebutuhan masyarakat ini untuk membuat suatu peraturan yang dapat 

menguntungkan dan sesuai dengan tingkat pengharapan bagi masyarakat 

Sumatera Utara. 

Status kesejahteraan dapat diukur berdasarkan proporsi pengeluaran rumah 

tangga (Bappenas,2000). Rumah tangga dapat dikategorikan sejahtera apabila 

proporsi pengeluaran untuk kebutuhan pokok sebanding atau lebih rendah dari 

proporsi pengeluaran untuk kebutuhan bukan pokok. Sebaliknya rumah tangga 

dengan proporsi pengeluaran untuk kebutuhan pokok lebih besar dibandingkan 

dengan pengeluaran untuk kebutuhan bukan pokok, dapat dikategorikan sebagai 

rumah tangga dengan status kesejahteraan yang masih rendah. 



 

Oleh karena itu, untuk melihat bagaimana implementasi tugas pokok dan 

fungsi dari Komisi E DPRD Sumatera Utara dalam aspek kesejahteraan Sosial dan 

Pembangunan Masyarakat di Sumatera Utara. Maka, Penulis berencana 

melakukan sebuah penelitian yang berjudul: 

“ IMPLEMENTASI TUGAS POKOK DAN FUNGSI KOMISI E DPRD 

SUMUT TERHADAP PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN SOSIAL DI 

SUMATERA UTARA” 

A. Rumusan Masalah 

Masalah-masalah yang timbul pada waktu implementasi dapat juga 

berkaitan erat dengan kekurangan informasi pada objek-objek kebijakan. Masalah 

muncul karena tidak tercapainya keseimbangan antara sesuatu yang diharapkan 

berdasarkan teori-teori dan hukum yang menjadi tolak ukur dengan kenyataan, 

sehingga menimbulkan pertanyaan mengapa demikian dan apa sebabnya 

demikian. disamping itu masalah dapat muncul juga karena keraguan tentang 

keadaan sesuatu sehingga ingin diketahui lebih lanjut secara mendalam dan 

objektif. 

Menurut Arikunto (2010:69) masalah dapat diperoleh dari kehidupan 

sehari-hari karena menjumpai hal-hal atau didorong oleh keinginan meningkatkan 

hasil kerja apa saja. 

Berdasarkan latarbelakang masalah yang telah dikemukakan diatas, maka 

dapat difokuskan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :  



 

1. Bagaimana Implementasi Tugas Pokok dan Fungsi Komisi E DPRD 

Sumatera Utara terhadap pembangunan Kesejahteraan Sosial di Sumatera 

Utara? 

B. Tujuan Penelitian 

Hakikat dari penelitian yang dilakukan sesungguhnya akan dilakukan 

setelah adanya identifikasi dan perumusan masalah. Oleh karena itu Sugiyono 

(2010:290)menjelaskan bahwa tujuan penelitian untuk menemukan, 

mengembangkan dan membuktikan pengetahuan. 

Sesuai dengan  apa yang telah diuraikan pada latar belakang dan 

perumusan masalah dapatlah dikemukakan tujuan dari penelitian yang dilakukan 

yaitu :  

1. Untuk mengetahui Implementasi Tugas Pokok dan Fungsi Komisi E 

DPRD Sumatera Utara terhadap pembangunan Kesejahteraan Sosial di 

Sumatera Utara? 

C. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang telah diuraikan tersebut, 

Adapun manfaat penelitian tersebut ialah : 

a. Di Harapkan melalui penelitian ini, didapatkan gambaran secara utuh 

mengenai begimana tugas pokok dan fungsi DPRD khususnya DPRD 

Sumatera Utara dalam menyerap aspirasi dan juga dalam membangun 

partisipasi masyarakat. 

b. Di harapkan juga dapat ditemukan korelasi yang jelas antara penyerapan 

aspirasi dengan partisipasi masyarakat sehingga dapat di jadikan umpan 



 

balik bagi DPRD Sumatera Utara khususnya dalam merumuskan serta 

meningkatkan peran dan fungsinya terkait dengan pemberdayaan dan 

partisipasi masyarakat. 

c. Merupakan upaya untuk mengembangkan dan meningkatkan pengetahuan 

bagi peneliti khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya. 

D. Sistematika Penulisan  

Sistematika penulisan dilakukan adalah secara sistematis dan konsisten. 

Agar dapat melihat dan mengkaji penelitian ini secara teratur dan sistematis, maka 

dibuat sistematika penulisan yang dianggap berkaitan suatu bab dengan bab yang 

lainnya, yaitu sebagai berikut: 

BAB  I  : PENDAHULUAN  

Bab ini berisikan latar belakang masalah, perumusan masalah, 

tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.  

BAB II  : URAIAN TEORITIS 

Bab ini berisikan landasan teori yang berupa penjabaran teori-

teori yang mendukung perumusan hipotesa serta sangat membantu 

dalam analisis hasil-hasil penelitian lainnya. Di dalamnya juga 

terdapat hasil dari penelitian-penelitian terdahulu yang 

mendukung penelitian. 

BAB III  : METODE PENELITIAN 

Terdiri dari: Jenis Penelitian, Kerangka Konsep, Definisi Konsep, 

Kategorisasi, Narasumber, Teknik Pengumpulan Data, Teknik 

Analisis Data, Deskripsi Lokasi Penelitian. 



 

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Terdiri dari: Hasil Penelitian dan Pembahasan 

BAB V  : SIMPULAN DAN SARAN 

Terdiri dari: Simpulan dan Saran.  

DAFTAR PUSTAKA 

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BAB II 

URAIAN TEORITIS 

 Uraian Teoritis yang berkaitan substansi pokok pembahasan dalam 

suatupenelitian ilmiah yang san1gat dibutuhkan sebagai landasan berfikir untuk 

memudahkan dalam mencari solusi ataupun alternatif dalam memecahkan 

masalah-masalah yang ada. Melalui kerangka teori maka dapat disimpulkan dan 

menjadi acuan berfikir dalam menghadapi fenomena sosial yang ada saat ini. 

Teori-teori ini akan menjadi landasan dalam menganalisa permasalahan yang di 

teliti meliputi: 

A. Pengertian Implementasi 

 Menurut Deddy (2016:36) Implementasi adalah tahapan yang sangat 

penting dalam proses pembuatan kebijakan publik. Adapun proses pendekatan 

implementasi kebijakan publik dapat dilakukan dengan menggunakan 2 faktor 

utama yaitu internal dan eksternal. Faktor utama internal berkaitan dengan 

kebijakan ynag akan diimplementasikan, sedangkan faktor utama eksternal adalah 

berkaitan dengan kondisi lingkungan dari pihak terkait dalam implementasi 

kebijakan tersebut. 

 Menurut Wahab (2001:65) Implementasi adalah tindakam-tindakan yang 

dilakukan oleh individu atau pejabat-pejabat kelompok-kelompok pemerintah atau 

swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan 

dalam keputusan kebijakan. 



 

 Menurut Prof. H. Tachjan ( 2006: 25 ) mengartikan Implementasi sebagai 

kebijakan publik adalah proses kegiatan administrasi yang dilakukan setelah 

kebijakan ditetapkan / disetujui Kegiatan ini terletak di antara perumusan 

kebijakan dan Implementasi Kebijakan evaluasi kebijakan mengandung logika 

yang top-down, yang berarti lebih rendah / alternatif menginterpretasikan. 

 Menurut Riant Nugroho (2004:163) Faktor – faktor implementasi 

kebijakan dilaksanakan dalam sekuensi manajemen implementasi kebijakan. 

Implementasi kebijakan di kelola dalam tugas-tugas :  

1. Pertama adalah Implementasi strategi yaitu kebijakan dapat langsung 

dilaksanakan atau memerlukan kebijakan turunan sebagai kebijakan pelaksanan. 

Adapun konsep-konsepnya sebagai berikut : 

    a. Menyesuaikan struktur dengan strategi.  

    b. Melembagakan srategi.  

    c. Mengoperasionalkan strategi.  

    d. Menggunakan prosedur untuk memudahkan implementasi.  

2. Kedua pengorganisasian yaitu merumuskan prosedur implementasi, yang 

diatur dalam model dasar mengorganisasi, memimpin dan mengendalikan dengan 

konsep-konsepnya:  

    a. Desain organisasi dan struktur organisasi. 

    b. Pembagian pekerjaan dan desain pekerjaan. 

    c. Integrasi dan koordinasi. 

    d. Perekrutan dan penempatan sumber daya manusia. 

    e. Hak, wewenang dan kewajiban. 



 

    f. Pendelegasian. 

    g. Pengembangan kapasitas organisasi dan kapasitas sumber daya manusia. 

    h. Budaya organisasi. 

3. Faktor yang ketiga yaitu penggerakan dan kepemimpinan adalah 

melakukan alokasi sumber daya, menyesuaikan prosedur implementasi dengan 

sumber daya yang digunakan, saat kebijakan pada fase ini sekaligus diberikan 

pedoman diskresi atau ruang gerak bagi individu pelaksana untuk memilih 

tindakan sendiri yang otonom dalam batas wewenang apabila menghadapi situasi 

khusus dan menerapkan prinsip-prinsi dasar good governance. Dengan konsep-

konsepnya: 

    a. Efektivitas kepemimpinan. 

    b. Motivasi. 

    c. Etika.  

    d. Mutu.  

    e. Kerja sama tim. 

    f. Komunikasi organisasi.  

    g. Negoisasi  

4. Faktor yang keempat adalah pengendalian yaitu mengendalikan 

pelaksanaan dengan melakukan proses monitoring secara berkala dan konsep-

konsepnya: 

    a. Desain pengendalian.  

    b. Sistem informasi manajemen.  

    c. Monitoring.  



 

    d. Pengendalian anggaran atau keuangan.  

    e.Audit. 

B. Implementasi Kebijakan 

 Menurut Deddy (2016:56) Implementasi kebijakan merupakan tahap yang 

strategis dalam proses kebijakan publik. Suatu kebijakan harus diimplementasikan 

agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Tahap implementasi 

kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan dan sasaran ditetapkan terlebih 

dahulu yang dilakukan oleh formulasi kebijakan. Dengan demikian, tahap 

implementasi kebijakan terjadi hanya setelah undang-undang ditetapkan dan dana 

disediakan untuk membiayai implementasi kebijakan tersebut. 

 Selanjutnya bahwa Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah agar 

sebiah kebijakan dapat mencapai tujuannya.Untuk mengimplementasikan 

kebijakan publik ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung 

mengimplementasikannya dalam bentuk program atau melalui kebijakan turunan 

dari kebijakan publik tersebut. 

 Implementasi suatu kebijakan pada dasarnya adalah suatu perubahan atau 

transformasi yang bersifat multiorganisasi, dimana perubahan yag diterapkan 

melalui strategi implementasi kebijakan ini mengaitkan berbagai lapisan 

masyarakat. Oleh karena itu, keberhasilan sangat ditentukan oleh strategi 

kebijakan yang tepat yang mampu mengakomodasi berbagai pandangan dan 

kepentingan yang berbeda dalam masyarakat. 

 

 



 

B. Pengertian Efektifitas 

 Efektivitas memiliki arti berhasil atau tepat guna. Efektif merupakan kata 

dasar, sementara kata sifat dari efektif adalah efektifitas. Menurut Sondang 

(2008:4) Efektifitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam 

jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkankan 

jumlah barang atau jasa kegiatan yang dijalankan. 

 Menurut Hamdani (2017:55) Efektifitas adalah strategi yang paling efisien 

tidak selalu merupakan strategi yang efektif. Efisieni akan menjadi pemboros 

apabila tujuan akhir tidak tercapai. Andaipun tujuan tercapai, masih harus 

dipertanyakan seberapa jauh efektifitasnya. Cara untuk mengukur efektifitas 

adalah dengan menentukan transferbilitas (kemampuan memindahkan) prinsip-

prinsip yang dipelajari. Kalau tujuan dapat dicapai dalam waktu yang lebih 

singkat dengan strategi tertentu daripada strategi yang lain, strategi itu efisien. 

C. Pembangunan 

 Pembangunan secara umum pada hakekatnya adalah proses perubahan 

yang terus menerus untuk menuju keadaan yang lebih baik berdasarkan norma-

norma tertentu. Mengenai pengertian pembangunan, para ahli memberikan 

definisi yang bermacam-macam seperti halnya perencanaan. Istilah pembangunan 

bisa saja diartikan berbeda oleh satu orang dengan orang lain, daerah yang satu 

dengan daerah lainnya, Negara satu dengan Negara lain. Namun secara umum ada 

suatu kesepakatan bahwa pembangunan merupakan proses untuk melakukan 

perubahan. 



 

 Menurut Effendi (2002:2) Pembangunan adalah suatu upaya meningkatkan 

segenap sumber daya yang dilakukan secara berencana dan berkelanjutan dengan 

prinsip daya guna yang merata dan berkeadilan. Dalam hal ini dapat dikatakan 

bahwa pembangunan berorientasi pada pembangunan masyarakat, dimana 

pendidikan menempati posisi yang utama dengan tujuan  untuk membuka 

wawasan dan kesadaran warga akan arah dan cita-cita yang lebih baik. 

 Menurut Rogers (dalam Agus Suryono 2001: 132) Pembangunan adalah 

suatu proses perubahan sosial dengan partisipatori yang luas dalam suatu 

masyarakat yang dimaksudkan untuk kemajuan sosial dan material (termasuk 

bertambah besarnya keadilan, kebebasan dan kualitas lainnya yang dihargai) 

untuk mayoritas rakyat melalui kontrol yang lebih besar yang mereka peroleh 

terhadap lingkungan mereka. Adapun pembangunan sarana fisik diartikan sebagai 

alat atau fasilitas yang dapat dirasakan manfaatnya secara langsung oleh 

masyarakat seperti yang dimaksud berupa: 

a) Prasarana perhubungan yaitu: jalan, jembatan dan lain-lain. 

b) Prasarana pemasaran yaitu: gedung, pasar. 

c) Prasarana sosial yaitu gedung sekolah, rumah-rumah ibadah, dan 

puskesmas. 

d) Prasarana produksi saluran air. 

 Dari penjelasan diatas jelas bahwa pembangunan itu proses perubahan 

kearah yang lebih baik. Hal tersebut hanya terwujud dengan melibatkan, 

menggerakkan manusianya baik dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan 

serta mengevaluasi hasilnya. Selain itu pembangunan merupakan suatu proses, ini 



 

dimaksudkan bahwa setiap usaha pembangunan pasti memerlukan kesinambungan 

pelaksanaan, dalam arti tanpa mengenal batas akhir meskipun dalam 

perencanaannya dapat diatur berdasarkan azas skala prioritas dan suatu tahapan 

tertentu. Seiring dengan perkembangan mengenai konsep dan pelaksanaan 

pembangunan di berbagai negara. Indonesia juga mengalami pergeseran 

paradigma pembangunan, baik dari strategi ekonomi, strategi people centered, 

hingga pada strategi pemberdayaan masyarakat yang dikatakan suatu alternatif 

dari model pembangunan masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan strategi dalam 

pembangunan daerah yang termuat dalam UU No 32 Tahun 2004 tentang 

pemerintah daerah. 

D. Pembangunan dalam Kesejahteraan Sosial 

 Pembangunan Sosial di Indonesia adalah sebuah (Kajian terhadap UU 11 

Tahun 2009) tentang Kesejahteraan Sosial dan Teoritis Pembangunan Sosial. 

Dalam Pembukaan UUD 1945 disebutkan bahwa tujuan pembentukan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan 

seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, 

mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang 

berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. 

 Pembangunan nasional selama ini hanya menitikberatkan pada tercapainya 

tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi yang menciptakan peningkatan 

pendapatan perkapita, penurunan jumlah kemiskinan dan pengangguran, dan 

perbaikan kualitas hidup manusia secara rata-rata. Pembangunan ekonomi yang 

dipenuhi sistem represi dan ketertutupan telah banyak melumpuhkan fungsi utama 



 

institusi-intitusi strategis, seperti sistem hukum dan peradilan yang harus 

menjamin kepastian hukum dan keadilan, sistem politik  untuk menciptakan 

mekanisme kontrol dan keseimbangan dan system sosial untuk memelihara 

keharmonisan dan kedamaian. 

 Menurut Adon (2016:15) Pembangunan Sosial merupakan salah satu 

bentuk pendekatan pembangunan secara nasional yang bertujuan untuk 

meningkatkan kualitas dan kesejahteraan kehidupan manusia yang dilandasi 

adanya rasa keadilan, kedamaian, dan terwujudnya kesejahteraan, yaitu memenuhi 

kebutuhan manusia yang berkaitan dengan kebutuhan fisik, kebutuhan rohani, dan 

kebutuhan sosial. 

 Pembangunan sosial dapat dilakukan secara individual atau perseorangan 

ataupun secara kolektif atau kelompok. Pembangunan sosial juga merupakan 

suatu proses yang mengangkat hubungan kekuasaan-kekuatan yang berubah 

menjadi hubungan pemberdayaan antar individu, kelompok, dan lembaga-

lembaga sosialnya. 

 Usaha pelaksanaan pembangunan dalam rangka memenuhi taraf 

kesejahteraan sosial perlu terus dikembangkan karena sebagian besar rakyat 

Indonesia belum mencapai taraf kesejahteraan sosial yang diharapkan. 

E.  Kesejahteraan Sosial 

 Menurut Adi (2014:8) Kesejahteraan Sosial dapat diartikan sebagai suatu 

kondisi di mana orang dapat memenuhi kebutuhannya dan dapat berelasi dengan 

lingkungannya secara baik. 



 

 Kesejahteraan sosial sebagai suatu keadaan yang dirumuskan pada Pasal 2 

ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 tahun 1974 tentang ketentuan-ketentuan Pokok 

Kesejahteraan Sosial yaitu : suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial materiil 

maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman 

lahir batin, yang memungkinkan bagi setiap warga Negara untuk mengadakan 

usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah dan sosial yang 

sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi 

hak-hak asasi serta kewajiban manusia sesuai dengan Pancasila. 

 Menurut Dolgoff dan Feldstein (2003:4) Kesejahteraan sosial adalah 

semua intervensi sosial yang dimaksud untuk meningkatkan atau 

mempertahankan keberfungsian sosial manusia. Kesejahteraan sosial merupakan 

program-program, bantuan materi ,dan pelayanan-pelayanan termasuk undang-

undang yang melandasinya untuk mencapai kondisi sejahtera. Jadi kesejahteraan 

sosial diartikan sebagai kegiatan-kegiatan dan bantuan materi yang diberikan 

berdasarkan peraturan tertentu. 

 Kesejahteraan sosial menurut (UU No 11 Tahun 2009 pasal 1dan 2) 

merupakan suatu keadaan terpenuhinya kebutuhan hidupyang layak bagi 

masyarakat, sehingga mampu mengembangkan diri dan dapat melaksanakan 

fungsi sosialnya yang dapat dilakukan pemerintah, pemerintah daerah dan 

masyarakat dalam bentuk pelayanan social yang meliputi rehabilitasisosial, 

jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. 

 Kesejahteraan menurut (BKKBN 1992, diacu oleh Nuryani2007) 

merupakan suatu hal yang bersifat subjektif, sehingga setiap keluarga atau 



 

individu di dalamnya yang memiliki pedoman, tujuan dan cara hidup yang 

berbeda akan memberikan nilai yang berbeda tentang faktor-faktor yang 

menentukan tingkat kesejahteraan. 

 Kesejahteraan menurut Badan Pusat Statistik Indonesia (2007) adalah 

suatu kondisi dimana seluruh kebutuhan jasmani dan rohani dari rumah tangga 

tersebut dapat dipenuhi sesuai dengan tingkat hidup. 

 Menurut Suparlan dalam Suud (2006:5) kesejahteraan sosial, menandakan 

keadaan sejahtera pada umumnya, yang meliputi keadaan jasmaniah, rohaniah, 

dan sosial dan bukan hanya perbaikan dan pemberantasan keburukan sosial 

tertentu saja, jadi merupakan suatu keadaan dan kegiatan. 

 Menurut Suharto (2006:3) kesejahteraan sosial juga termasuk sebagai 

suatu proses atau usaha terencana yang dilakukan oleh perorangan, lembaga-

lembaga sosial, masyarakat maupun badan-badan pemerintah untuk meningkatkan 

kualitas kehidupan melalui pemberian pelayanan sosial dan tunjangan sosial. 

 Menurut Suharto (2009:1) pengertian kesejahteraan sosial sebagai berikut : 

Kesejahteraan sosial adalah suatu institusi atau bidang kegiatan yang melibatkan 

aktivitas terorganisir yang diselenggarakan baik oleh lembaga-lembaga 

pemerintah maupun swasta yang bertujuan untuk mencegah, mengatasi atau 

memberikan kontribusi terhadap pemecahan masalah sosial dan peningkatan 

kualitas hidup individu, kelompok dan masyarakat. 

 Penjelasan diatas mengandung pengertian bahwa masalah kesejahteraan 

sosial tidak bisa ditangani oleh sepihak dan tanpa teroganisir secara jelas kondisi 

sosial yang dialami masyarakat. Perubahan sosial yang secara dinamis 



 

menyebabkan penanganan masalah sosial ini harus direncanakan dengan matang 

dan berkesinambungan. Karena masalah sosial akan selalu ada dan muncul selama 

pemerintahan masih berjalan dan kehidupan manusia masih ada. 

 Sejalan dengan itu menurut Adi (2003: 41) kesejahteraan sosial sebagai 

suatu keadaan yang dirumuskan pada Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 

tahun 1974 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial yaitu : 

Kesejahteraan sosial ialah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial materiil 

maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman 

lahir batin, yang memungkinkan bagi setiap warga Negara untuk mengadakan 

usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah dan sosial yang 

sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi 

hak-hak asasi serta kewajiban manusia sesuai dengan Pancasila. 

 Rumusan di atas menggambarkan kesejahteraan sosial sebagai suatu 

keadaan dimana digambarkan secara ideal adalah suatu tatanan (tata kehidupan) 

yang meliputi kehidupan material maupun spiritual, dengan tidak menempatkan 

satu aspek lebih penting dari lainnya, tetapi lebih mencoba melihat pada upaya 

mendapatkan titik keseimbangan. Titik keseimbangan adalah keseimbangan 

antara aspek jasmaniah dan rohaniah, ataupun keseimbangan antara aspek 

material dan spiritual. 

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BAB III 

METODE PENELITIAN  

1. Jenis Penelitian 

Adapun penelitian yang digunakan dalam metode ini adalah metode 

deskriptif dengan analisa kualitatif, dengan melihat dan melakukan penelitian 

dengan lokasi yang telah ditentukan dengan mengkaji dan menganalisis sesuai 

dengan fakta yang di temukan di lokasi penelitian. Disamping itu, dengan 

melakukan observasi penelitian ini juga mengelola data sekunder guna 

menjadikan validitas data yang dibutuhkan. Metode ini biasanya melakukan 

dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. 

Menurut Moleong (2007:6) adalah penelitian yang bermaksud untuk 

memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya 

perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll.secara holistik, dan dengan cara 

deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang 

alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.  

Pendapat lain juga dikemukakan oleh Kirk dan Miller yang mendifinisikan 

kualitatif sebagai tradisi tertentu dalam pengetahuan ilmu sosial yang secara 

fundamental bergantung pada pengamatan manusia dalam kawasan sendiri 

berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam 

peristilahannya. 

2. Kerangka Konsep 

Kerangka konseptual penelitian adalah suatu hubungan atau kaitan antara 

konsep satu terhadap konsep yang lainya dari masalah yang ingin diteliti.



 

 Kerangka konsep ini gunanya untuk menghubungkan atau menjelaskan secara 

panjang lebar tentang suatu topik yang akan dibahas. Kerangka ini didapatkan dari 

konsep ilmu / teori yang dipakai sebagai landasan penelitian yang didapatkan 

dibab tinjauan pustaka atau kalau boleh dikatakan oleh penulis merupakan 

ringkasan dari tinjauan pustaka yang dihubungkan dengan garis sesuai variabel 

yang diteliti. Adapun kerangka konsep pada penelitian ini ialah : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1. Kerangka Konsep 

3. Defenisi Konsep 

 Konsep adalah satuan arti yang mewakili sejumlah objek yang mempunyai 

ciri yang sama. Orang yang memiliki konsep mampu mengadakan abstraksi 

terhadap objek-objek yang dihadapi, sehingga objek-objek ditempatkan dalam 
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golongan tertentu. Objek-objek dihadirkan dalam kesadaran orang dalam bentuk 

representasi mental tak berperaga. Konsep sendiri pun dapat dilambangkan dalam 

bentuk suatu kata (lambang bahasa). 

 Dari uraian diatas digunakan konsep pemikiran untuk mempersempit 

penelitian yang akan di teliti. 

1) Implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses 

interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan 

jaringan pelaksanaan birokrasi yang efektif. 

2) Implementasai Keijakan adalah tindakan-tindakan yang diarahkan untuk 

mencapai tujuan-tujuan tang telah ditetapkan dlam keputusan-keputusan 

sebelumnya. 

3) Efektifitas adalah suatu keadaaan yang menunjukan sejauh mana rencana 

yang dapat dicapai. Semakin banyak rencana yang dapat dicapai, semakin 

efektif pula kegiatan tersebut, tingkat keberhasilan yang dapat dicapai dari 

suatu cara atau usaha tertentu sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. 

Jadi dapat dikatakan efektifitas apabila diantaranya mampu memberikan 

pengaruh, perubahan, atau dapat membawa hasil. Ketika kita memutuskan 

tujuan,  maka efektifitas dapat dilihat dari seberapa jauh tujuan itu 

tercapai. Semakin banyak tujuan tercapai, maka semakin efektif pula 

kegiatan tersebut. Ukuran dimana semua kebutuhan dapat dipenuhi dari 

kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Memaksimalkan kegiatan sehingga 

mewujudkan keuntungan yang diinginan atau dikehendaki. Maka suatu 

perusahaan atau organisasi pemerintah harus melakukan pengukuran 



 

 
 

terhadap kualitas pelayanan yang telah disajikan. Secara teoritis, tujuan 

pelayanan publik pada dasarnya adalah memuaskan masyarakat, untuk 

mencapai kepuasan itu dituntut kualitas pelayanan publik. 

4) Pembangunan adalah suatu usaha pertumbuhan dan perubahan yang 

berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara, dan 

pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa. Pada 

dasarnya dalam negara berkembang yang lepas landas dari suatu keadaan 

taraf rendah menuju taraf  yang tinggi yaitu modernisasi, dimana variabel-

variabel dalam pembangunan dapat mengalami perubahan kearah yang 

lebih baik. Oleh sebab itu dibutuhkan inisiatif, aktif, dan kritis bagi setiap 

warga negaranya untuk dapat bertindak dengan arah yang tepat dan dengan 

mampu menjadikan sumber-sumber dalam pembuatan keputusan. 

5) Pembangunan Kesejahteraan Sosial adalah Pendekatan pembangunan 

sosial untuk kesejahteraan sosial dalam mengatasi masalah permasalahan 

sosial terkait dengan pembangunan ekonomi, proses perubahan bergerak 

maju secara alami dan bertujuan untuk mendukung terwujudnya 

kesejahteraan sosial. 

Pembangunan Kesejahteraan sosial merupakan proses yang lebih bersifat 

intervensi. Ini berarti bahwa pembangunan sosial dilakukan untuk 

mengatasi permasalahan yang muncul akibat adanya distorsi dari 

pembangunan itu sendiri. Distorsi dari pembangunan ini sendiri akan 

menjadi permasalahan yang harus diselesaikan dan pembangunan sosial 

inilah yang akan menyelesaikan distorsi dari pembangunan tadi. 



 

 
 

Proses dari pembangunan sosial yang dilakukan tidak terlepas dari 

pembangunan ekonomi. Keberhasilan pembangunan sosial tidak akan 

terlepas dari keberhasilan pembangunan ekonomi. Tujuan dari 

pembangunan sosial hanya akan tercapai jika pembangunan ekonomi 

berkembang.  

Pembangunan sosial yang dilakukan harus melibatkan berbagai macam 

disiplin ilmu khususnya ilmu sosial. keberhasilan pembangunan sosial 

tidak akan terlepas dari peran politik dan ekonomi dari suatu negara. 

Selain itu juga pembangunan sosial sangat dipengaruhi nilai-nilai yang ada 

dalam masyarakat yang bersangkutan. 

6) Kesejahteraan Sosial adalah suatu kondisi di mana orang dapat memenuhi 

kebutuhannya yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan 

ketentraman lahir batin, yang memungkinkan bagi setiap warga Negara 

untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, 

rohaniah dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta 

masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi serta kewajiban 

manusia sesuai dengan Pancasila. 

Kesejahteraan sosial adalah suatu institusi atau bidang kegiatan yang 

melibatkan aktivitas terorganisir yang diselenggarakan baik oleh lembaga-

lembaga pemerintah maupun swasta yang bertujuan untuk mencegah, 

mengatasi atau memberikan kontribusi terhadap pemecahan masalah sosial 

dan peningkatan kualitas hidup individu, kelompok dan masyarakat. 

 



 

 
 

Penjelasan diatas mengandung pengertian bahwa masalah kesejahteraan 

sosial tidak bisa ditangani oleh sepihak dan tanpa teroganisir secara jelas 

kondisi sosial yang dialami masyarakat. Perubahan sosial yang secara 

dinamis menyebabkan penanganan masalah sosial ini harus direncanakan 

dengan matang dan berkesinambungan. Karena masalah sosial akan selalu 

ada dan muncul selama pemerintahan masih berjalan dan kehidupan 

manusia masih ada. 

7) Tugas pokok dimana pengertian tugas itu sendiri telah dijelaskan 

sebelumnya adalah suatu kewajiban yang harus dikerjakan, pekerjaan yang 

merupakan tanggung jawab, perintah untuk berbuat atau melakukan 

sesuatu. 

Tugas adalah pekerjaan yang tanggungjawab seseorang. Pekerjaan yang 

dibebankan, sesuatu yang wajib dilakukan atau ditentukan untuk perintah 

agar melakukan sesuatu dalam jabatan tertentu. Adanya suatu pekerjaan 

merupakan kegiatan yang telah direncanakan dalam sebuah organisasi. 

Tanpa organisasi tidak mungkin seseorang dapat pekerjaan.Pekerjaan yang 

dimaksud adalah disini adalah tugas yang diberikan atasan kepada 

bawahan sebagai tanggungjawab suatu jabatan/ bidang dalam organisasi. 

Dengan demikian, dapat menarik kesimpulan bahwa tugas adalah 

pekerjaan seseorang dalam organisasi atas pemberian dalam jabatan. 

Sehingga dalam melakukan tugasnya, seseorang perlu memahami tugas 

dan fungsi kerja dalam jabatan tersebut. Selain itu dalam melakukan tugas 

sebagai tanggungjawab dalam jabatan organisasi. Anda perlu kerja sama 



 

 
 

dengan bidang – bidang (seksi - seksi) lain. Dalam melakukan tugas, setiap 

bidang dalam organisasi memiliki garis koordinasi dan kerja sama untuk 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama. 

8) Fungsi adalah rincian tugas yang sejenis atau erat hubungannya satu sama 

lain untuk dilakukan oleh seorang pegawai tertentu yang masing-masing 

berdasarkan sekelompok aktivitas sejenis menurut sifat atau 

pelaksanaannya. 

Fungsi bahasa secara umum adalah untuk melakukan komunikasi antar 

indifidu ataupun antar kelompok, bahasa juga sebagai alat pemersatu  dari 

sekian banyaknya suku dan budaya. misalnya, bahasa indonesia dengan 

bentuk negara yang berpulau-pulau sehingga banyak bermunculan bahasa 

daerah sehingga orang indonesia menggunakan bahasa indonesia sebagai 

alat komunikasi supaya dapat mengerti satu sama lain yang dapat 

mempersatukan mereka dimana pun berada. 

9) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah lembaga perwakilan rakyat 

daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan 

daerah provinsi. DPRD provinsi terdiri atas anggota partai politik peserta 

pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum. DPRD provinsi 

mempunyai fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan yang dijalankan 

dalam kerangka representasi rakyat di provinsi. 

4. Kategorisasi 

Implementasi Tugas Pokok dan Fungsi 

1) Program 



 

 
 

2) Pengawasan 

3) Pertanggungjawaban 

Pembangunan Kesejahteraan Sosial 

1) Partisipasi Masyarakat 

2) Sistem Pemberdayaan 

3) Peningkatan Kesejahteraan 

5. Informan atau Narasumber 

Narasumber/informs adalah orang yang memberikan informasi. Dalam 

penelitian kualitatif, penelitian melakukan wawancara yang berterus terang artinya 

tidak sembunyi-sembunyi, yakni narasumber/informasi penelitin yang mengetahui 

betul untuk kepentingan apa informasi yang ia berikan. 

Adapun narasumber yang membantu hingga selesainya skripsi ini adalah : 

1. Bapak H. Ikrimah Hamidy, ST, M.Si (Anggota Dewan Komisi E 

DPRD SUMUT) 

2. Bapak IR. H. ZAHIR, MAP (Anggota Dewan Komisi E DPRD 

SUMUT) 

3. Bapak Eka Nisa Hendrawan (Anggota Partai Golkar Kota Medan) 

4. Ibu Khairul Badriah SE (Masyarakat Jalan Ismailiah No.86 

Kecamatan Medan Area) 

5. Bapak Ahmah Juwaini Prasetia Nasution SM (Masyarakat Jalan 

Kamboja 4 No.29 Kecamatan Medan Helvetia, Helvetia Tengah) 

6. Teknik Pengumpulan Data 



 

 
 

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

yaitu Data Primer, Data ini dikumpulkan dengan menggunakan: 

a) Observasi  

yaitu mengadakan pengamatan langsung dilapangan untuk 

mengetahui dan mengamati keadaan kehidupan dilokasi, penelitian ini 

dimaksudkan untuk mengetahui obyektivitas dari kenyataan yang akan ada 

tentang keadaan kondisi obyek yang akan diteliti. Observasi ini tugas yang 

memerlukan suatu sistem pemikiran. Tidaklah mungkin untuk mengamati 

dan  mencatat semua hal terjadi dan jarang ada gunanya hanya untuk 

menulis penjelasan yang sifatnya Deskriptif atau hasil pengamatan yang 

diperolah. 

Menurut Maleong (2000:125) teknik observasi atau pengamatan 

dimanfaatkan sebesar-besarnya didalam pengumpulan data penelitian, 

dengan data hasil pencatatan terhadap kata-kata dan tindakan. 

b) Wawancara mendalam (indepth interview) 

Dimana peneliti melakukan komunikasi langsung dengan subjek 

atau informan secara mendalam, utuh dan rinci dengan tujuan 

mendapatkan informasi secara lengkap, mendalam, dan komprehensif 

sesuai dengan tujuan penelitian. 

Menurut Lofland dalam Maleong (2000:112) yaitu sumber data 

utama ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan 

seperti dokumen dan data pendukung lainnya. Data dalam bentuk kata-

kata dan tindakan tersebut, diperoleh dengan melakukan wawancara. 



 

 
 

c) Data sekunder 

Data ini dikumpulkan melalui penelusuran atau studi pustaka dari 

berbagai arsip-arsip penelitian, artikel-artikel, dokumen-dokumen dan 

buku-buku yang berkaitan dengan kajian ini. Data sekunder ini merupakan 

pengumpulan data-data yang relavan dengan permasalahan yang ada yang 

diteliti dan diperoleh dari buku, untuk mendukung penelitian. 

7. Teknik Analisis Data 

Data yang diperoleh dari hasil penelitian akan dianalisis secara deskriptif 

kualitatif, yaitu dengan metode menyusun data yang diperoleh kemudian 

diinterpretasikan dan dianalisis sehingga memberikan informasi tentang fokus 

masalah yang diteliti. Secara lebih rinci, berikut akan diuraikan bagaimana 

tahapan yang dilakukan oleh peneliti dalam menganalisa penelitian kualitatif: 

1. Reduksi data  

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian, 

penyederhanaan data kasar yang muncul dari catatan-catatan lapangan. 

Reduksi data merupakan proses untuk memudahkan analisis data agar 

melakukan penarikan kesimpulan sesuai dengan tujuan penelitian. Setiap 

proses analisis data saling berhubungan dan senantiasa dilakukan dalam 

waktu bersama. 

2. Penyajian data 

Penyajian data adalah penyajian sekumpulan informasi dalam 

bentuk teks naratif yang dibantu dengan grafik, jaringan, tabel, dan bagan 

yang bertujuan untuk mempertajam pemahaman peneliti terhadap 



 

 
 

informan yang diperoleh. Data yang sudah diolah, agar mudah dibaca dan 

dimengerti oleh orang lain atau pengambil keputusan. 

3. Penarikan kesimpulan 

Penarikan kesimpulan penelitian selalu harus mendasarkan diri atas 

semua data yang diperoleh dalam kegiatan penelitian. Penarik kesimpulam 

dengan tujuan untuk mencari arti, pola-pola, penjelasan, konfigurasi, yang 

mungkin alur sebab-akibat dan proposisi.  

8. Waktu dan Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan sejak awal Januari hingga akhir Januari, 

sehingga waktu yang digunakan dalam penelitian ini Selama satu bulan. Adapun 

lokasi penelitian ini bertempat di Kantor DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah) Provinsi Sumatera Utara tepatnya di komisi E yang menangani bidang 

kesejahteraan rakyat yang berlokasi di Jalan Imam Bonjol No.5 Medan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

1. Gambaran Umum DPRD Sumatera Utara 

 Pada tanggal 13 Desember 1948 untuk pertama kalinya dilantik anggota 

DPRD Tingkat I Sumatera Utara yang bertempat di Tapak Tuan, yang anggota – 

anggotanya berasal dari masing – masing sub propinsi terdahulu.Dengan Undang 

– Undang No 24 / 1956 dibentuklah Propinsi Aceh dibekas Keresidenan Aceh, 

dengan demikian Propinsi Sumatera Utara otomatis menjadi tersendiri dari 

Keresidenan Sumatera Timur dan Tapanuli. 

 Sebagai Pelaksanaan Undang – Undang No. 10 / 1974 dan Undang – 

Undang Tertanggal 15 April 1948 tentang penetapan Komisariat Pemerintahan  

Pusat di Sumatera yang kemudian diubah menjadi Peraturan Pemerintah No 42 / 

1948.Maka komisariat ini menjalankan tugas Gubernur Sumatera sehingga tugas – 

tugas tersebut diserahkan kepada pelaksananya. Komisariat Pusat di Sumatera 

yang berkedudukan di Bukit Tinggi  dipimpin oleh Mr. Teuku M Hasan. 

 Adapun Komisi-Komisi di DPRD Provinsi Sumatera Utara  terbentuk 5 

Komisi yang membidangi masing-masing diantaranya Komisi A bidang 

Pemerintahan, Komisi B bidang Perekonomian, Komisi C bidang Keuangan, 

Komisi D bidang Pembangunan, Komisi E bidang Kesejahteraan Rakyat.



 
 

 
 

Gambar. 4.1  Bagian Struktur Organisasi Sekretariat Dprd Sumatera Utara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera 

Utara 
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 Kantor DPRD Provinsi Sumatera Utara Sendiri terletak di Jalan Imam 

Bonjol No. 5 Medan Petisah 

Gambar. 4.2 Bagian Depan DPRD Provinsi Sumatera Utara 

 

Sumber : Kantor DPRD Provinsi Sumatera Utara 

2. Tugas Pokok 

 Tugas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yaitu: 

a) Menetapkan anggaran pandapatan dan belanja daerah bersama dengan 

kepala daerah. 

b) Membentuk peraturan daerah yang dibahas bersama dengan kepala daerah 

untuk mencapai tujuan bersama. 

c) Meminta laporan pertanggungjawaban kepala daerah dalam pelaksanaan 

tugas desentralisasi. 



 
 

 
 

d) Mengusulkan pendapat dan pertimbangan kepala daerah terhadap rencana 

perjanjian internasional yang menyangkut kepentingan daerah. 

e) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan 

peraturan perundang-undangan lainnya, keputusan kepala daerah, 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Kebijakan pemerintah daerah 

dalam melaksanakan program pembangunan Daerah, dan kerjasama 

internasional di daerah. 

f) Tugas-tugas lain yang diberikan oleh undang-undang. 

g) Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah atau wakil 

Kepala Daerah kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia melalui 

Gubernur. 

3. Fungsi DPRD 

 Sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 

32 Tahun 2004 Pasal 41 menyebutkan bahwa : DPRD memiliki fungsi antaralain: 

a) Legislasi merupakan wujud dalam membuat peraturan-peraturan 

daerah bersama kepala daerah. 

b) Anggaran merupakan wujud dalam menyusun dan menetapkan 

APBD bersama Pemerintah Daerah. 

c) Pengawasan merupakan wujud dalam bentuk pengawasan atau 

controlling terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah, Undang-

Undang dan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. 

 

 



 
 

 
 

4. Susunan Kepengurusan Komisi E 

 

 

 

 

 

 

 

  Gambar. 4.3 Struktur Organisasi Komisi E 

 Sumber : Kantor DPRD Provinsi Sumatera Utara 

 

5. Program Kegiatan 

 Adapun Rencana Program Komisi E DPRD Sumatera Utara  Tahun 2018 

adalah sebagai berikut:  

a) Berdasarkan Fungsi Legislasi 

 Komisi E DPRD Sumatera Utara merencanakan Program Pembentukan 

Ranperda antara lain: 

1) Revisi Perda nomor 8 tahun 2013 tentang Penanggulangan Bencana.  

 Revisi Perda ini dibutuhkan mengingat adanya hambatan yang dihadapi 

olehBadan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Utara dalam 

penanganan kebencanaan secara cepat dan akurat. 

2) Pembentukan  Ranperda Ketenagakerjaan. 

 Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sampai saat ini belum memiliki Perda 

Ketenagakerjaan dan belum adanya  peraturan yang mengatur tentang tenaga kerja 

rumahan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
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17 ANGGOTA 



 
 

 
 

mengamanahkan bahwa Pengawasan Ketenagakerjaan merupakan kewenangan 

pemerintah provinsi untuk itu  sudah saatnya Ranperda ini dibentuk. 

3) Pembentukan Ranperda Tentang Keolahragaan 

 Ranperda ini dibutuhkan dalam rangka agar pembinaan olah raga di 

Sumatera Utara dapat lebih fokus, terarah dan didukung dengan pendanaan yang 

cukup sehingga prestasi olah raga Sumatera Utara dapat mencapai prestasi 

Nasional dan Internasional. 

4) Pembentukan Ranperda Tentang Pelayanan Kesehatan 

 Ranperda ini perlu dibentuk mengingat banyaknya masalahpelayanan 

kesehatan yang diterima pasien/keluarga pasien dan pengaduan masyarakat ke 

Komisi E DPRD Sumatera Utara antara lain: 

a) Profesionalisme Tenaga Kesehatan Puskesmas dan Rumah Sakit. 

b) Kurangnya Sarana Prasarana Kesehatan. 

c) Rendahnya Etika Tenaga Kesehatan melayani Pasien 

d) Anggaran Pelayanan Kesehatan masih rendah 

e) Kesejahteraan Tenaga Kesehatan masih rendah 

5) Melakukan Studi Banding dan konsultasi 12 kali keluar provinsi. 

6) Melakukan Sosialisasi Ranperda kepada para pemangku kepentingan               

( Stakeholder) 12 kali. 

b) Program berdasarkan Fungsi Anggaran 

 Program berdasarkan fungsi Anggaran ini Komisi E DPRD Sumatera  

dihadapkan pada posisi dilematis, disatu sisi ingin meningkatkan Anggaran semua 



 
 

 
 

SKPD mitra kerja disisi lain ada keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah(APBD). 

 Untuk itu Komisi E DPRD Sumatera Utara membuat skala prioritas 

peningkatan Anggaran  untuk  : 

1. Peningkatan Anggaran Pendidikan mendekati 20% diluar dana BOS dan 

DAK mengingat pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan Menengah 

dan Pendidikan khusus sudah menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi. 

2. Peningkatan Anggaran Kesehatan mendekati 10% untuk meningkatkan 

profesionalisme tenaga kesehatan,peningkatan sarana prasarana Puskesmas 

dan Rumah Sakit Umum Daerah dan memperluas kesempatan Penerima 

Bantuan Iuran (PBI). 

3.  Peningkatan Anggaran Sosial dan Kesejahteraan dalam rangka untuk 

menurunkan Angka kemiskinan dan kerawanan sosial melalui bantuan 

sosial dan hibah. 

4. Peningkatan Anggaran Kebencanaan mengingat Sumut memiliki12 jenis 

potensi bencana dan sampai saat ini bencana gunung Sinabung belum 

menunjukkan tanda-tanda akan berakhir. 

5. Peningkatan Anggaran Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan motto 

"Membangun Desa adalah membangun Kota dan Bangsa" sesuai dengan 

Nawacita membangun dari pinggiran. 

6. Peningkatan Anggaran Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 

untuk mengupayakan pertumbuhan penduduk mendekati 1% agar tercipta 

Bonus Demografi dan bukan Dissaster Demografi. 



 
 

 
 

c) Program berdasarkan fungsi Pengawasan. 

 Fungsi Pengawasan ini adalah merupakan fungsi yang sangat 

strategis dalam rangka mengawasi jalannya peraturan yang 

sudahdisepakatibersama sehingga dapat  meningkatkan kesejahteraan 

masyarakatSumateraUtara. 

 Untuk itu Komisi E DPRD Sumatera Utara  merencanakan Program 

sebagai berikut : 

1. Rapat kerja 4 kali setahun untuk membahas R.APBD dan  

 P.APBD. 

2. Melakukan RDP 176 kali setahun. 

3. Kunjungan kerja dalam daerah 24 kali setahun. 

4. Kunjungan kerja luar provinsi 12 kali setahun. 

5. Rapat Internal Komisi E DPRD Sumatera Utara 24 kali setahun. 

6. Study Banding ke Luar Negri. 

7. Pengawasan pelaksanaan peraturan yang berkaitan   dengan 8 Standar 

Nasional Pendidikan, Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, 

Pendanaan Pendidikan, Dewan Pendidikan Provinsi, Komite Sekolah dan 

Badan Akreditasi Sekolah/Madrasah Provinsi. 

8. Pengawasan pelaksanaan Peraturan yang berkaitan dengan pelayanan 

kesehatan, INACBG,BPJS Kesehatan, Rujukan Berjenjang, Rumah Sakit 

Regional dan Wajib kerja Dokter Spesialis di daerah. 

9. Pengawasan pelaksanaan Peraturan yang berkaitan dengan penanganan 

kebencanaan. 

https://maps.google.com/?q=Komisi+E+24&entry=gmail&source=g


 
 

 
 

10. Pengawasan pelaksanaan Peraturan yang berkaitan dengan 

ketenagakerjaan seperti hak-hak normatif, BPJS Ketenagakerjaan dan 

Outsourcing. 

11. Pengawasan pelaksanaan Peraturan yang berkaitan dengan penyaluran 

bantuan Sosial dan hibah. 

B. Pembahasan 

 Berdasarkan hasil Penelitian yang diperoleh berdasarkan observasi, 

Dokumentasi dan wawancara yang dilakukan. Maka Penulis dapat melakukan 

pembahasan sebagai berikut :  

1. Implementasi Tugas Pokok dan Fungsi 

a) Program 

 Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak H. Ikrimah Hamidy, ST, 

M.Si selaku Anggota Dewan Komisi E DPRD SUMUT.Beliau mengatakan 

bahwasannya dalam pelaksanaan Implementasi Tugas Pokok dan Fungsi Komisi 

E terhadap Pembangunan Kesejahteraan Sosial di Sumatra Utara ini tidak lepas 

dari Tugas Pokok dan Fungsi sebagai DPRD itu sendiri yang mempunyai 3 

Fungsi. 

 Fungsi Legislasi yaitu membuat peraturan Daerah, Fungsi budgeting yaitu 

menganggarkan program-program di APBD, Fungsi Pengawasan yaitu 

mengawasi jalannya pemerintahan Sumatera Utara, sesuai dengan Undang-

Undang Dasar dan Peraturan yang ada, serta perencanaan yang sudah ditetapkan 

di APBD. DPRD menyerap aspirasi masyarakat melalui reses, Reses DPRD itu 

dilakukan dengan caramenjumpi masyarakat. Tujuannya, untuk mendapatkan 



 
 

 
 

informasi tentang pembangunanatau sektor yang ingin dibangun. Waktu reres 

dilakukan satu minggu ke depan, Selanjutnya Anggota DPRD memberi masukkan 

ke Pemerintah yangakan dimasukkan ke dalam APBD. 

 Selanjutnya tahap legislasi dan setelah dilakukannya reses maka 

selanjutnya secara teknis hasil reses tersebut kemudian dibahas dalam komisi E 

sesuai dengan bidangnya masing-masing.Pokok-pokok pemikiran tersebut di 

kumpulkan bersama SKPD dinas-dinas untuk dijadikan usulan dalam program 

APBD dan di tampung dalam APBD tersebut yang kemudian dijalankan oleh 

pemerintah.Fungsi itu masuk ke dalam anggaran APBD yang disebut sebagai 

fungsi budget atau penganggaran. 

 Peran DPRD dalam menganggarkan program-program yang dianggap 

penting untuk meningkatkan Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat melalui 

sarapan reses.Setelah selesai proses secara teknis tentang fungsi penganggaran 

maka hasil reses dan rapat dengan SKPD maka dapat di rancang menjadi RAPD 

yang kemudian menjadi APBD oleh pemda provinsi Sumatera Utara di Dinas-

dinas di SKPD. Jadi Fungsi komisi E hanya untuk mengawasi jalannya peraturan 

dan perundang-undangan yang berkaitan dengan mitra kerja, apakah program 

tersebut sudah berjalan dengan baik ataut tidak, sudah sesuai aturan atau tidak. 

 Fungsi Pengawasan dilakukan melalui laporan masyarakat, kunjungan 

kerja dan Rapat Dengar Pendapat, selanjutnya hasil pengawasan ini disampaikan 

kepada SKPD  dan Kementerian. Sedangkan DPRD hanya mengawasi jalannya 

program yang sudah ditetapkan untuk meningkatkan Pembangunan Kesejahteraan 

Masyarakat, apabila diperlukannya payung hukum melalui peraturan daerah untuk 



 
 

 
 

membuat peraturan-peraturan atau kebijakan tertentu maka DPRD kemudian 

mengusulkan hak inisiatif untuk melakukan peraturan Daerah. 

 Setelah dijalankan program menyetujui RAPBD menjadi APBD dan 

disusun kembali oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan SKPD terkait, 

maka selanjutnya pemerintah Provinsi dan SKPD bertanggungjawab kepada 

DPRD untuk di Audit dalam proses Anggaran.Seperti program pelayanan 

kesehatan dan keolahragaan untuk Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat 

Sumatera Utara. 

 Menurut Bapak Ikrimah halyang paling penting diperhatikan oleh 

pemerintah Provinsi, SKPD dan DPRD dalam peningkatan sarana dan prasarana 

pendidikan ialah memperhatikan saran dan prasarana yang menjadi 

tanggungjawab Provinsi Sumatera Utara ialah sekolah tingkat menengah 

seperti:SMA, SMK, STM, dan lain-lain. Selanjutnya SD dan SMP merupakan 

tanggungjawab dari pemerintah daerah wilayah kabupaten atau kota. 

 Kemudian berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ir. H. Zahir, 

MAP. selaku Anggota Dewan Komisi E DPRD SUMUT Beliau mengatakan 

bahwadalam pelaksanaan Implementasi Tugas Pokok dan Fungsi Komisi E 

terhadap Pembangunan Kesejahteraan Sosial di Sumatra Utara ini 

penyelesaiannya harus komprehensif , tidak hanya di sektor tertentu saja tetapi 

pentingnya di sektor pelayanan publik, sektor infastruktur, sektor pendidikan, 

bantuan-bantuan tunai untuk meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat yang 

dilakukan secara komprehensif, tidak hanya dilakukan oleh dinas sosial saja yang 

menyelesaikan masalah kesejahteraan sosial ini. 



 
 

 
 

 Dengan pelaksanaan pembangunan dalam sektor kesejahteraan masyarakat 

secara komprehensif maka Komisi E DPRD Sumatera Utara dan Pemerintah 

Provinsi harus dapat bekerja sama dengan baik. Maka ada tiga tugas pokok dan 

fungsi DPRD yang harus dilaksanakan dalam tanggungjawab fungsi legislasi 

untuk menjalankan program kesejahteraan masyarakat yang diusulkan DPRD. 

 Dalam proses legislasi program-program yang dijalankan pemerintah 

belum dapat dikatakan berhasil, sebab masih banyak informasi dan temuan di 

lapangan. Masih banyak informasi-informasi bahwa ada pungli-pungli.Misal ada 

Grativikasi seperti kasus Bansos atau bantuan sosial di Sumatera Utarayang ada 

melibatkan anggota DPRD dan SKPD di Sumatera Utara di tahun 2015-2016. 

 Oleh karna itu belum bisa mengatakan bahwa program pemerintah 

Provinsi Sumatera Utara itu berhasil.Kemudian juga percepatan pembangunan, 

khusunya menurunkan angka sektor kemiskinan tidak siknifikan, tapi boleh juga 

diaspresiasikan karna ada juga keberhasilan-keberhasilan atau ada peningkatan-

peningkatan tapi dengan kekurangannya anggaran masihbanyak hal yang harus 

diperbaiki di Provinsi Sumatera Utara ini.Seperti infastruktur masih banyak yang 

rusak, jalan yang perbaikan dikarenakan oleh faktor pada tahun 2014-2016. 

b) Pengawasan 

 Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak H. Ikrimah Hamidy, ST, 

M.Si selaku Anggota Dewan Komisi E DPRD SUMUT.Beliau mengatakan 

bahwaPengawasan yang dilakukan Komisi E DPRD Setelah di Implementasikan 

Tugas Pokok dan Fungsi dalam upaya sistem pengawasan dilapangan terkait 

program pembangunan kesejahteraan masyarakat.Komisi E mengundang dinas-



 
 

 
 

dinas terkait, yaitu dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Ketenagakerjaan, 

Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Perhubungan dan lain-lain untukdi paparkan 

program masing-masing. 

 DPRD Komisi E hanya melihat dan mencermati program yang mereka 

paparkan. Apabila ada keraguan atau ingin mengkonfirmasi kebenaran dari yang 

mereka lakukan, maka pemerintah daerah dan SKPD Komisi E akan melakukan 

kunjungan kerja ke lapangan atau ke daerah tempat reses sesuai dengan lokasi 

pemilihan guna melihat bagaimana progres yang sebenarnya dilakukan. 

 Kemudian berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ir. H. Zahir, 

MAP.selaku Anggota Dewan Komisi E DPRD SUMUT. Beliau mengatakan 

bahwaPengawasan yang dilakukan Komisi E DPRD setelah dilakukan dan 

dilaksanakannya Implementasikan Tugas Pokok dan Fungsi anggaran dewan 

Komisi E dalam pembangunan dalam kesejahteraan masyarakat, maka upaya yang 

dilakukan selanjutnya ialah melakukan controlling di daerah-daerah yang menjadi 

wilayah reses. Seperti wilayah medan-tebing tinggi pembangunan jalan tol, 

pembangunan Andenpass( H. Nasution Medan), Danau toba simalungun dan 

wilayah lainnya di Sumatera Utara. 

 Selanjutnya perlu ditegaskan dan bantuan dari pakar dan praktisi bidang 

sosial seperti gender dan anak praktisi wanita dan perencanaan infastruktur fakar 

perencanaan ( Development Planner). Instrumen yang dapat digunakan yaitu 

semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan rencana anggaran yang 

telah ditetapkan dan disepakati bersama. 

 



 
 

 
 

c) Pertanggungjawaban 

 Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Bapak H. 

Ikrimah Hamidy, ST, M.Si selaku Anggota Dewan Komisi E DPRD, Beliau 

mengatakan bahwabentuk pertanggung jawaban yang dilakukan berdasarkan tugas 

pokok dan fungsi sebagai DPRD baik dalam proses legislasi, pengawasan dan 

penganggaran, hal yang dilakukan berdasarkan hasil tersebut, sehingga program 

tersebut dapat teralikatif dengan baik. 

 Kemudian ada pertanggung jawaban sesuai dengan struktur organisasi 

secretariat DPRD Sumatera Utara seperti: 

1) Bagian umum (Tata usaha rumah, industri perlengkapan, pemilihan 

dan perawatan) 

2) Keuangan (Perencanaan anggaran, pembendaharaan, dan Akuntansi) 

3) Bagian Informasi dan Protokol (Informasi, Protokol, pelayanan 

masyarakat dan Aspirasi) 

4) Perundang-undangan di Risalah (Persidangan, pengkajian, dan 

Risalah) 

 Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Bapak Ir. H. 

Zahir, MAP selaku Anggota Dewan Komisi E DPRD SUMUT, Beliau 

mengatakan bahwa mengimplementasikan program tugas pokok dan fungsi 

DPRD SUMUT untuk meningkatkan Pembangunan Kesejahteraan Sosial dengan 

bantuan langsung seperti banjir di dua daerah yaitu daerah sinabung dan  karo. 

Selain memberikan bantuan langsung Komisi E DPRD di bidang sosial juga 

memberikan pelayanan infastruktur dan  kesehatan yang baik dan terjamin. 



 
 

 
 

 Pertanggungjawaban yang dilakukan Komisi E DPRD SUMUT setelah 

diimplementasikan Program Tugas Pokok dan Fungsi DPRD SUMUT  serta 

sistem pertanggungjawabannya dengan strategi yang dilakukan untuk 

meningkatkan Pembangunan Kesejahteraan Sosial itu tidak hanya dengan 

bantuan-bantuan langsung tapi dengan memberikan pelayanan yang baik kepada 

mereka, memberikan pelayanan infastruktur, kesehatan. Makadari itu dengan 

perlahan akan meningkat kesejahteraan. 

2. Pembangunan Kesejahteraan Sosial 

a) Partisipasi Masyarakat 

 Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Bapak H 

Ikrimah Hamidy, ST, M.Si selaku Anggota Dewan Komisi E DPRD SUMUT. 

Beliau mengatakan bahwasannya bentuk Partisipasi yang dilakukan Masyarakat 

dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial di Sumatera Utaraialah meningkatkan 

taraf hidup dengan pendidikan dan pekerjaan, diantaranya rata-rata msyarakat 

harus dapat memiliki aktivitas dari pemerintah yang layak, sehingga tidak dapat 

terjadi penganggurana di Sumatera Utara. 

 Adapun dorongan dari bawah agar mempunyai minat untuk pendidikan 

yang lebih tinggi dengan keahlian yang bagus guna memiliki pekerjaan yang 

bagus.Supaya masyarakat dapat memanfaatkan pendidikan untuk aktivitas yang 

berkaitan dengan pekerjaan karena investasi pendidikan salah satunya merupakan 

modal penting dalam Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat.  

 Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Bapak Ir. H. 

ZAHIR, MAP selaku Anggota Dewan Komisi E DPRD SUMUT.Beliau 



 
 

 
 

mengatakan bahwasannya bentuk Partisipasi Masyarakat dan investasi pendidikan 

di Kota Medan dominan terlihat perbaikan pendidikannya.Diantaranya di Kota-

kota di Sumatera Utara seperti Kota Medan, Binjai, Tebing tinggi dan Pematang 

Siantar. 

 Berdasarkan data yang dihimpun melalui BPS bahwasannya Lima Kota 

tersebut memilikigrad atau Kota dengan nilai pertumbuhan investasi pendidikan 

yang bagus. Mulai dari SD,SMP,SMA,SMK dan jenjanag sarjana. Hal itu 

dikarenakan semakin bertumbuh dan diperbaikinya akses dan sarana pendidikan 

di Kota-kota besar di Sumatera Utara. 

 Seperti contoh di Nias baik Kabupaten dan Kota,(Nias Barat,,nduk) dan 

lainnya. Investasi pendidikan di daerah tersebut sudah menjalani siklus perbaikan 

yang cukup siknifikan, dimulai dari pembangunan sarana dan prasarana, 

infastruktur di Distimasi wisata, pemerintah daerah Kota di Kabupaten di nilai 

membaik. Investasi pendidikan kepada pemuda dan pemudi masyarakat nilai 

untuk dapat melanjutkan kembali pendidikan ke jenjang yang lebih baik lagi, 

dengan membuat beasiswa di pendanaan pendidikan langsung melalui Anggaran 

20% APBN/APBD.Akan tetapi, rintangan yang dihadapi oleh Nias diantaranya 

adalah masalah sosiologis yang harus diperbaiki dengan meningkatkan investasi 

pendidikan. 

b) Sistem Pemberdayaan 

 Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Bapak H. 

Ikrimah Hamidy, ST, M.Si selaku Anggota Dewan Komisi E DPRD SUMUT. 

Beliau mengatakan bahwasannya Pemberdayaan Masyarakat Komisi E DPRD 



 
 

 
 

SUMUT dalam meningkatkan Kesejahteraan Sosial di Sumatera Utara itu Ada, 

salah satu contohnya di program PKH, untuk memperbaiki Pembangunan 

Kesejahteraan Masyarakat secara bertahap dan pelan-pelan. Tidak seperti 

membalikkan kedua telapak tangan, butuh proses dan di perlukan kesabaran 

dalam membina masyarakat ini khususnya dilapisan masyarakat menengah 

kebawah yang pendidikan nya kurang untuk bisa sadar sehingga mereka mau 

mendorong dirinya sendiri supaya lebih maju. 

 Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Bapak Ir. H. 

Zahir, MAP selaku Anggota Dewan Komisi E DPRD SUMUT.untuk 

memperbaiki Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat Pemberdayaan Masyarakat 

Komisi E DPRD SUMUT dalam meningkatkan Kesejahteraan Sosial di Sumatera 

Utara Ada, Salah satu faktor untuk dapat meningkatkan sistem pemberdayaan itu 

sendiri perlu memperbaiki dirinya. Jadi utama dari diri masyarakat itu sendiri. Di 

bangun kesadaran, di dorong kesadarannya untuk merubah dan memperbaiki 

dirinya maka disitulah perlunya pendamping-pendamping di Program PKH itu, 

jangan masyarakat itu diberi bantuan uang lalu ditinggal pergi, uang akan habis 

sebentar saja.Masyarakat apabila diberi apa pun kalau tidak ada kepedulian 

terhadap dirinya sendiri  maka tidak akan bisa maju karena Pemberdayaan 

menjadi hal yang sangat penting agar nantinya masyarakat bisa mandiri tanpa 

perlu lagi diarahkan  atau dituntun oleh Pemerintah atau para agen perubahan. 

c) Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat 

 Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Bapak H. 

Ikrimah Hamidy, ST, M.Si selaku Anggota Dewan Komisi E DPRD 



 
 

 
 

SUMUT.Beliau mengatakan bahwasannya Faktor-Faktor yang mempengaruhi 

Peningkatan Pembangunan Kesejahteraan di Sumatera Utara ini yaitu: 

1) Pendidikan, semakin meningkat pendidikannya biasanya itu 

berkolasi positif dengan peningkatkan kesejahteraan 

2) Penghasilan, semakin tinggi penghasilan perkapita masyarakat 

maka kesejahteraannya akan semakin bagus. 

3) Usia harapan Hidup, semakin tinggi rata-rata usia harapan hidup 

masyarakat biasanya kesejahteraannya juga akan lebih tinggi, 

contohnya di Jepang 

4) Konsumsi Gizi, jika rata-rata konsumsi gizi meningkat di suatu 

Negara atau daerah biasanya kesejahteraannya juga meningkat 

5) Ginik rasio kecil (jurang kesejahteraan antar masyarakat), semakin 

kecil ginik rasio maka pemerataan kesejahteraan itu semkin merata, 

jadi misalkan dari 10 orang yang kaya hanya 1 orang saja, dan 9  

lainnya miski. Jadi kalau ginik rasio nya besar artinya ekonomi itu 

hanya terpusat pada satu dua orang saja. 

 Itulah kira-kira faktor-faktor yang mempengaruhi kesejahteraan itu, kita 

hanya bisa melihat dari rata-rata , tidak bisa kita melihat dari perorangan. 

 Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Bapak Ir. H. 

Zahir, MAP selaku Anggota Dewan Komisi E DPRD SUMUT.Beliau 

mengatakan bahwasannya Faktor-Faktor yang mempengaruhi Peningkatan 

Pembangunan Kesejahteraan di Sumatera Utara sudah ada ketentuannya 



 
 

 
 

berdasarkan data yang diperoleh dari BPS(Badan Pusat Statistik) Provinsi 

Sumatera Utara. 

 Dijelaskan bahwa faktor yang mempengaruhi Peningkatan Pembangunan 

Kesejahteraan Masyarakat di Sumatera Utara ialah Penghasilan perkapita, 

kelayakan konsumsi dan tingkat hunian yang layak huni.Indikator-indikator inilah 

yang menjadi tugas pokok dan fungsi pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam 

meningkatkan Pembangunan Ksejahteraan Masyarakat. 

 Tidak ada strategi khusus yang dilakukan Komisi E oleh DPRD Provinsi 

Sumatera Utara, fokus komisi E hanya pada Tugas Pokok dan Fungsi 

DPRD.Yang membuat strategi dalam mengstasi masalah Peningkatan dan 

Pembangunan Masyarakat adalah Pemda Provinsi Sumatera Utara, setelah 

ditetapkan untuk program, kemudian DPRD melakukan Pengawasan. DPRD 

hanya mealui rapat dan pertemuan-pertemuan dengan Pemerintah Daerah Provinsi 

Sumatera Utara untuk mendengarkan bagaimana cara kerjanya, jika menurut 

DPRD logis maka dipeganglah dokumen anggran. 

3. Wawancara dengan beberapa diwilayah Sumatera Utara( 

Masyarakat Medan) 

 Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Ibu Khairul 

Badriah,SE selaku Masyarakat Jalan Ismailiah No.86 Kecamatan Medan 

Area. Beliau mengatakan bahwasannya dalam Program yang dilakukan 

Komisi E DPRD SUMUT untuk meningkatkan Pembangunan 

Kesejahteraan Sosial di Sumatera Utara selama ini pengawasan yang 

dilaksanakan seperti reses yang menerima dan meminta masukkan atas 



 
 

 
 

saran dan aspirasi oleh masyarakat dengan waktu yang biasanya tidak tepat 

berada di lokasi yang sama dengan berlangsung dilaksanakan pada bulan, 

jam sampai dengan tahun dilaksanakan sekali dalam setahun. 

 Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Bapak 

Ahmah Juwaini Prasetia Nasution,SM selaku Masyarakat Jalan Kamboja 4 

No.29 Kecamatan Medan Helvetia, Helvetia. Beliau mengatakan 

bahwasannya program yang dilakukan Komisi E DPRD SUMUT untuk 

meningkatkan Pembangunan Kesejahteraan Sosial di Sumatera Utara ini 

sudah ada khususnya bisa dilihat  dari Program-program yang dilakukan 

seperti: 

1) Bidang pendidikan : Reses, datangnya komisi E ke salah satu 

sekolah di SMA Helvetia melalui situasi sarana dan prasarana, 

Melakukan sosialisasi pendidikan dini dan aspirasi pelayanan 

masyarakat 

2) Bidang Kesehatan : Bekerjasama dengan dinas kesehatan untuk 

bersosialisasi langsung tentang bahaya penyakit menular HIV/AIDS, 

Gender, dan melihat sarana dan prasarana seperti puskesmas dan 

lainnya 

  Tetapi proses sosialisasi dan pemecahan masalah yang dilakukan atas 

Tugas Pokok dan Fungsi oleh anggota DPRD Komisi E masih belum 

dikatakan maksimal oleh masyarakat di Kota Medan. 

 Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Ibu Khairul 

Badriah,SE selaku Masyarakat Jalan Ismailiah No.86 Kecamatan Medan 



 
 

 
 

Area. Beliau mengatakan bahwasannya dalam Pembangunan yang di 

inginkan untuk meningkatkan Kesejahteraan Sosial di Sumatera Utara ini 

khusunya Pendidikan dan Kesehatan. Terutama Kesehatan, contohnya ada 

program BPJS yang pelaksanaanya di lapangan banyak yang terkendala 

karna tidak sesuai apa yang diharapkan oleh masyarakat. 

   Selanjutnya penyakit-penyakit tertentu yang tidak di cover, 

sementara hal itu menyentuh pada kepentingan masyarakat. Seharusnya 

tidak memilah milih terhadap penyakit apa saja yang dialami masyarakat, 

khusunya masyarakat menengah ke bawah. Dengan adanya kartu BPJS 

harusnya dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan berperan 

sebagaimana mestinya. 

 Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Bapak 

Ahmah Juwaini Prasetia Nasution SM selaku Masyarakat Jalan Kamboja 4 

No.29 Kecamatan Medan Helvetia, Helvetia Tengah. Beliau mengatakan 

bahwasannya dalam Pembangunan yang di inginkan untuk meningkatkan 

Kesejahteraan Sosial di Sumatera Utara ini dengan memberi fasilitas 

pendidikan yang baik. baik dari sekolah dasar, sekolah menengah pertama, 

dan sekolah menengah atas. Kemudian mengharapkan kesehatan-

kesehatan juga ditingkatkan seperti kinerja puskesmas-puskemas yang ada 

lebih ditingkatkan di Sumatera Utara. 

 Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Ibu Khairul 

Badriah,SE selaku Masyarakat Jalan Ismailiah No.86 Kecamatan Medan 

Area. Beliau mengatakan bahwasannya Pengawasan Program yang 



 
 

 
 

dilakukan Komisi E dalam pengawasan Programnya Tidak mengetahui, 

karena yang menjalankan program tersebut pemerintah dan yang 

mengawasi DPRD. Tidak bisa melihat secara langsung kapan dan 

bagaimana anggota DPRD ini turun kelapangan dalam menjalankan Tugas 

Pokok dan Fungsinya. Mungkin ada di lokasi-lokasi atau sekolah-sekolah 

tertentu. 

 Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Bapak 

Ahmah Juwaini Prasetia Nasution SM selaku Masyarakat Jalan Kamboja 4 

No.29 Kecamatan Medan Helvetia, Helvetia Tengah. Beliau mengatakan 

bahwasannya Pengawasan Program yang dilakukan Komisi E dalam 

pengawasan Programnya kurang disaat contoling karena bisa dilihat di 

Sumatera Utara ini masih banyak masalah. Seperti masalah pendidikan 

masih banyak anak-anak yang tidak sekolah hingga bekerja di usia dini, 

kesehatan yang sulit masyarakat untuk mendapatkan fasilitas yang baik. 

 Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Ibu Khairul 

Badriah,SE selaku Masyarakat Jalan Ismailiah No.86 Kecamatan Medan 

Area. Beliau mengatakan bahwasannya Pemberdayaan Masyarakat yang 

dilakukan untuk meningkatkan Pembangunan Kesejahteraan Sosial di 

Sumatera Utara ini salah satunya dengan menggabungkan aspek sosial dan 

aspek ekonomi. Maka dengan aspek ini pembangunan sosial sebagai suatu 

proses perubahan sosial yang dirancang untuk meningkatkan taraf hidup 

masyarakat. 



 
 

 
 

 Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Bapak 

Ahmah Juwaini Prasetia Nasution SM selaku Masyarakat Jalan Kamboja 4 

No.29 Kecamatan Medan Helvetia, Helvetia Tengah. Beliau mengatakan 

bahwasannya Pemberdayaan masyarakar untuk meningkatkan 

Pembangunan Ksejahteraan Sosial di Sumatera ini seperti yang di 

contohkan  dengan pendidikan karena apabila masalah pendidikan sudah 

baik maka lebih mudah masyarakat untuk dapat bekerja karena 

mempunyai ilmu yang cukup. Hal tersebut dapat meningkatkan 

Pembangunan Kesejahteraan Sosial di Sumatera Utara menjadi meningkat 

dan keburukan-keburukan seperti tindakan kiminal berkurang ketika 

Pendidikan, Kesehatan-kesehatan sudah bagus, dan lapangan Pekerjaan 

juga terjamin di Sumatera Utara. 

 Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Ibu Khairul 

Badriah,SE selaku Masyarakat Jalan Ismailiah No.86 Kecamatan Medan 

Area. Beliau mengatakan bahwasannya bentuk Pasrtisipasi dalam 

meningkatkan kesejahteraan sosial di Sumatera Utara dengan mempunyai 

kesadaran akan tanggungjawab atas kondisi di lingkungan sekitar, 

Merubah pola pikir agar lebih mandiri dalam kehidupan dan tidak hanya 

bergantung pada bantuan pemerintah serta inisiatif dalam kondisi 

memperbaiki kualitas kehidupannya. 

 Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Bapak 

Ahmah Juwaini Prasetia Nasution SM selaku Masyarakat Jalan Kamboja 4 

No.29 Kecamatan Medan Helvetia, Helvetia Tengah. Beliau mengatakan 



 
 

 
 

bahwasannya bentuk Partisipasi yang dilakukan untuk meningkatkan 

Pembangunan Kesejahteraan Sosial di Sumatera Utara ini yang paling 

utama dengan meningkatkan pendidikan, melalui sosialisasi untuk 

mengajak masyarakat Sumatera Utara degan bekerjasama dalam 

membangunan Kesejahteraan Sosialnya masing-masig dengan memiliki 

soft skill. 

 Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Ibu Khairul 

Badriah,SE selaku Masyarakat Jalan Ismailiah No.86 Kecamatan Medan 

Area. Beliau mengatakan bahwasannya yang diharapkan untuk 

meningkatkan Kesejahteraan Sosial di Sumatera Utara ini terhadap 

pemerintah lebih memperhatikan atau lebih peduli karena kurang 

maksimal dan tidak seperti yang diharapkan. Contohnya masalah 

pendidikan, artinya masih ada kutipan-kutipan diluar dari ketentuan yang 

ada. Seperti masalah kesehatan, seperti di Puskesmas-puskesmas setempat 

minimnya obat-obat yang tersedia. 

  Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Bapak 

Ahmah Juwaini Prasetia Nasution SM selaku Masyarakat Jalan Kamboja 4 

No.29 Kecamatan Medan Helvetia, Helvetia Tengah. Beliau mengatakan 

bahwasannya harapan untuk meningkatkan Kesejahteraan Sosial di 

Sumatera Utara ini yaitu memiliki kesadaran untuk merubah suatu hal 

yang tidak baik menjadi baik. Kemudian bisa menjadi subjek dan objek 

untuk pembanguna kesejahteraan itu sendiri. Dengan menjadi subjek 

pembangunan dituntun agar melakukan pembangunan sebagai kewajiban 



 
 

 
 

yang harus dilakukan. Sedangkan objek Pembangunan, agar menjadi 

pelaksana pembangunan sebagai pemberian upah dari tanggung jawabnya 

kemudian harus mengikuti ketentuan yang diberikan. 

4) Wawancara kepada Anggota Partai Politik 

 Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Bapak Eka 

Nisa Hendrawan salah satu Anggota Partai Golkar Kota Medan.Beliau 

mengatakan bahwas Ada Anggota Partai Golkar yang menduduki sebagai 

Anggota Dewan di Komisi E DPRD SUMUT yaitu Bapak H. Syamsul Bahri 

Batubara, SH dan Bapak H. A Yasir Ridho Loebis, SH, ST, MSP 

 Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Bapak Bapak 

Eka Nisa Hendrawan salah satu Anggota Partai Golkar Kota Medan.Beliau 

mengatakan bahwa saran yang dilakukan Partai dalam meningkatkan 

kesejahteraan sosial di Sumatera Utara yang pertama semakin tingginya kesadaran 

bermasyarakatt, berbangsa dan bernegara.Kedua semakin terbukanya akal dan 

pikiran untuk memperjuangkan haknya. Ketiga semakin meningkatnya 

kemampuan untuk menentukan pilihan dalam  pemenuhan kebutuhan hidup. 

Keempat semakin meningkatnya kemampuan untuk mengatasi persoalan seiring 

dengan semakin tingginya tingkat pendidikan yang ditunjang oleh kemampuan 

ilmu pengetahuan dan teknologi dan yang  Kelima semakin kritis dan terbukanya 

masyarakat terhadap ide baru. 

 Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Bapak Bapak 

Eka Nisa Hendrawan salah satu Anggota Partai Golkar Kota Medan.Beliau 

mengatakan bahwa partai harapkan terhadap Komisi E dalam meningkatkan 



 
 

 
 

Pembangunan Kesejahteraan Sosial Peningkatan Kinerja Komisi E dalam 

bidangnya untuk terjun secara langsung ke lapangan atau ke masyarakat seperti 

yang dilakukan anggota dewan DPRD dalam masa reses.Dalam masa reses 

tersebutlah peningkatan untuk mengetahui aspirasi masyarakat tersebut dalam 

kekurangan dan kebutuhan masyarakat, terutama untuk dapil mereka masing-

masing yang telah mereka janjikan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa: 

1. Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Komisi E DPRD SUMUT Terhadap 

Pembangunan Kesejahteraan Sosial di Sumatera Utara sudah berjalan 

dengan semestinya, akan tetapi masih belum maksimal seperti yang 

diharapkan oleh masyarakat. 

2. Pengawasan serta tanggungjawab yang dilakukan Komisi E DPRD untuk 

melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi yang dibidanginya melalui 

Program yang dijalankan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sudah 

terlaksana namun masih kurang efektif karna masih kurangnya 

pengawasan dalam setiap program tersebut khususnya untuk Kesehatan 

dan Pendidikan 

3. Pemberdayaan masyarakat untuk Pembangunan Kesejahteraan Sosial di 

Sumatera Utara ini masih kurangnya partisipasi masyarakat untuk maju 

dan berkembang sehingga tidak ada kesadaran diri sendiri dalam pola 

berfikir sehingga terjadinya penurunan tingkat Kesejahteraan. 

4. Pelaksanaan dalam upaya meningkatkan kinerja komisi e dprd provinsi 

sumatera utara kedepan yang berdaya guna dan berhasil guna. 

5. Upaya yang dilakukan Komisi E DPRD SUMUT dalam Pembangunan 

Kesejahteraan hanya  berfokus pada Pendidikan dan Kesehatan.



 
 

 

B. Saran 

Berdasarkan dengan hal-hal yang telah ditentukan diatas maka penulis 

memberikan saran-saran dalam implementasi Tugas Pokok dan Fungsi DPRD 

SUMUT Terhadap Pembangunan Kesejahteraan Sosial di Sumatera Utara, sebagai 

berikut : 

1. Diharapkan lebih maksimal lagi menjalankan Tugas Pokok dan Fungsi 

Komisi E DPRD Sumatera Utara terhadap Pembangunan Kesejahteraan 

Sosial di Sumatera Utara agar masyarakat puas atas kinerja yang dilakukan 

Komisi DPRD sebagai wakil rakyat. 

2. Diharapkan Komisi E DPRD tidak hanya berfokus pada sarana dan 

prasarana terhadap pendidikan tetapi juga harus memperhatikan masalah-

masalah kesejahteraan sosial lainnya. 

3. Diharapkan DPRD Komisi E lebih meningkatkan kerjasama dengan 

lembaga informal masyarakat dan lembaga-lembaga pendidikan dalam 

berbagai hal yang terkait dengan aspirasi atau partisipasi masyarakat 

4. Diharapkan tingkat kehadiran Pimpinan dan Anggota komisi E DPRD 

Provinsi Sumatera Utara dalam mengikuti kunjungan kerja dapat 

ditingkatkan lagi dan dapat proaktif dan produktif dalam melaksanakan 

tugas-tugas demi mendorong kemajuan masyarakat sumatera utara pada 

masa mendatang. 

5. Kepada DPRD Komisi E agar lebih memperhatikan masyarakat menengah 

kebawah yang tidak puas dengan program pemerintah khususnya masalah 

Pendidikan dan Kesehatan untuk Pembangunan Kesejahteraan Masyrakat 
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DAFTAR WAWANCARA ANGGOTA DEWAN KOMISI E 

Nama   : H. Ikrimah Hamidy, ST, M.Si 

Jabatan  : Anggota Komisi E 

FRAKSI  : PKS 

 

IMPLEMENTASI TUGAS POKOK DAN FUNGSI 

A. Program 

1) Bagaimana pelaksanaan Implementasi Tugas Pokok dan Fungsi 

Komisi E SUMUT terhadap Pembangunan Kesejahteraan Sosial di 

Sumatera Utara? 

2) Program-program seperti apa yang dibuat dan dirancang Komisi E 

DPRD SUMUT dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi 

tersebut? 

B. Pengawasan 

1) Pengawasan seperti apa yang dilakukan Komisi E DPRD SUMUT 

setelah di Implementasikan Tugas Pokok dan Fungsi trsebut? 

2) Bagaimana Sistem Pengawasan yang dilakukan DPRD Komisi E 

SUMUT dalam upaya melaksanakan system Tugas Pokok dan Fungsi 

tersebut? 

C. Pertanggungjawaban 

1) Pertanggungjawaban seperti apa yang dilakukan Komisi E DPRD 

SUMUT setelah di Implementasikan Program di Tugas Pokok dan 

Fungsi  DPRD SUMUT? 

2) Bagaimana Sistem Pertanggungjawaban yang dilakukan Komisi E 

DPRD SUMUT dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi 

tersebut? 

PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN SOSIAL 

A. Partisipasi Masyarakat 

1) Bagaimana bentuk Partisipasi yang dilakukan Masyarakat dalam 

Pembangunan Kesejahteraan Sosial di Sumatera Utara? 



 
 

 

2) Partisipasi Masyarakat seperti apa yang  diharapkan Komisi E DPRD 

SUMUT dalam membantu melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi 

guna meningkatkan Pembangunan Kesejahteraan di Sumatera Utara? 

3) Apa saja yang mempengaruhi Partisipasi Masyarakat dalam 

Pembangunan Kesejahteraan Sosial di Sumatera Utara 

B. Sistem Pemberdayaan 

1) Adakah pemberdayaan masyarakat yang dilakukan Komisi E 

DPRD SUMUT dalam meningkatkan Pembangunan Kesejahteraan 

Sosial di Sumatera Utara? 

2) Bagaimana system Pemberdayaan yang dilaksanakan Komisi E 

DPRD SUMUT? 

3) Faktor apa saja yang dapat meningkatkan system Pemberdayaan di 

SUMUT? 

C. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat 

1) Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi peningkatan 

Kesejahteraan Masyarakat di Sumatera Utara? 

2) Bagaimana strategi di Tugas Pokok dan Fungsi DPRD dalam 

Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Sumatera Utara? 

3) Indikator-indikator seperti apa yang menjadi Tugas Pokok dan 

Fungsi DPRD Komisi E SUMUT dalam meningkatkan 

Kesejahteraan Masyarakat di Sumatera Utara? 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

DAFTAR WAWANCARA ANGGOTA DEWAN KOMISI E 

Nama   : IR. H. ZAHIR, MAP 

Jabatan  : Anggota Komisi E 

FRAKSI  : PDIP 

 

IMPLEMENTASI TUGAS POKOK DAN FUNGSI 

D. Program 

3) Bagaimana pelaksanaan Implementasi Tugas Pokok dan Fungsi 

Komisi E SUMUT terhadap Pembangunan Kesejahteraan Sosial di 

Sumatera Utara? 

4) Program-program seperti apa yang dibuat dan dirancang Komisi E 

DPRD SUMUT dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi 

tersebut? 

E. Pengawasan 

3) Pengawasan seperti apa yang dilakukan Komisi E DPRD SUMUT 

setelah di Implementasikan Tugas Pokok dan Fungsi trsebut? 

4) Bagaimana Sistem Pengawasan yang dilakukan DPRD Komisi E 

SUMUT dalam upaya melaksanakan system Tugas Pokok dan Fungsi 

tersebut? 

F. Pertanggungjawaban 

3) Pertanggungjawaban seperti apa yang dilakukan Komisi E DPRD 

SUMUT setelah di Implementasikan Program di Tugas Pokok dan 

Fungsi  DPRD SUMUT? 

4) Bagaimana Sistem Pertanggungjawaban yang dilakukan Komisi E 

DPRD SUMUT dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi 

tersebut? 

PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN SOSIAL 

B. Partisipasi Masyarakat 

4) Bagaimana bentuk Partisipasi yang dilakukan Masyarakat dalam 

Pembangunan Kesejahteraan Sosial di Sumatera Utara? 



 
 

 

5) Partisipasi Masyarakat seperti apa yang  diharapkan Komisi E DPRD 

SUMUT dalam membantu melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi 

guna meningkatkan Pembangunan Kesejahteraan di Sumatera Utara? 

6) Apa saja yang mempengaruhi Partisipasi Masyarakat dalam 

Pembangunan Kesejahteraan Sosial di Sumatera Utara 

C. Sistem Pemberdayaan 

4) Adakah pemberdayaan masyarakat yang dilakukan Komisi E 

DPRD SUMUT dalam meningkatkan Pembangunan Kesejahteraan 

Sosial di Sumatera Utara? 

5) Bagaimana system Pemberdayaan yang dilaksanakan Komisi E 

DPRD SUMUT? 

6) Faktor apa saja yang dapat meningkatkan system Pemberdayaan di 

SUMUT? 

D. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat 

4) Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi peningkatan 

Kesejahteraan Masyarakat di Sumatera Utara? 

5) Bagaimana strategi di Tugas Pokok dan Fungsi DPRD dalam 

Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Sumatera Utara? 

6) Indikator-indikator seperti apa yang menjadi Tugas Pokok dan 

Fungsi DPRD Komisi E SUMUT dalam meningkatkan 

Kesejahteraan Masyarakat di Sumatera Utara? 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

DAFTAR WAWANCARA ANGGOTA PARTAI POLITIK 

Nama   : Eka Nisa Hendrawan 

Jabatan  : Anggota Partai Golkar 

Usia   : 38 Tahun 

 

1. Adakah Anggota partai Bapak/ibu yang menduduki sebagai Anggota 

Dewan di Komisi E DPRD SUMUT? 

2. Saran seperti apa yang dilakukan Partai dalam meningkatkan 

kesejahteraan sosial di Sumatera Utara 

3. Apa yang partai harapkan terhadap Komisi E dalam meningkatkan 

Pembangunan Kesejahteraan Sosial? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

DAFTAR WAWANCARA MASYARAKAT 

Nama   : Khairul Badriah,SE  

Alamat  : Jalan Ismailiah No.86 Kecamatan Medan Area 

Usia   : 46 Tahun 

 

1. Adakah program yang dilakukan Komisi E DPRD SUMUT untuk 

meningkatkan pembangunan kesejahteraan sosial di Sumatera Utara? 

2. Pembangunan seperti apa yang Bapak/ibu inginkan untuk 

meningkatkan kesejahteraan sosial di Sumatera Utara? 

3. Adakah pengawasan yang dilakukan Komisi E dalam pengawasan 

program tersebut? 

4. Pemberdayaan masyarakat seperti apa yang Bapak/ibu lakukan untuk 

meningkatkan Pembangunan Kesejahteraan Sosial di Sumatera Utara? 

5. Bagaimana bentuk partisipasi Bapak/ibu untuk meningkatkan 

kesejahteraan sosial di Sumatera Utara? 

6. Apa yang bapak/ibu harapkan untuk meningkatkan kesejahteraan 

sosial di Sumatera Utara? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

DAFTAR WAWANCARA MASYARAKAT 

Nama   : Ahmah Juwaini Prasetia Nasution SM  

Alamat                        : Jalan Kamboja 4 No.29 Kecamatan Medan Helvetia, 

Helvetia Tengah 

Usia   : 25 Tahun 

 

1. Adakah program yang dilakukan Komisi E DPRD SUMUT untuk 

meningkatkan pembangunan kesejahteraan sosial di Sumatera Utara? 

2. Pembangunan seperti apa yang Bapak/ibu inginkan untuk 

meningkatkan kesejahteraan sosial di Sumatera Utara? 

3. Adakah pengawasan yang dilakukan Komisi E dalam pengawasan 

program tersebut? 

4. Pemberdayaan masyarakat seperti apa yang Bapak/ibu lakukan untuk 

meningkatkan Pembangunan Kesejahteraan Sosial di Sumatera Utara? 

5. Bagaimana bentuk partisipasi Bapak/ibu untuk meningkatkan 

kesejahteraan sosial di Sumatera Utara? 

6. Apa yang bapak/ibu harapkan untuk meningkatkan kesejahteraan 

sosial di Sumatera Utara? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 
 

 

 

 


